PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

GANUN KABUPATEN ACEH TARIANG
NOMOR : 10 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI [ZIN USAHA PERIKANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRARIM
DEMGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,
fenimbang :

‘batwa sumber daya perikanan yang dimiliki cleh Kabupaten Aceh Tamiang
merupakan Rahmat Allah SWT yang harus dliestardkan dan dikelola/

untuk dan ji aan rakyel;
bahwa bidang mata per bagi
sebagian masyalam( oleh karenanya Pemenmah Kabupaten Aceh
Tamiang ber h v dan
d hmﬁdn\m pengumpUian

dan panyaluran/pengangkutan ikar;

bahwa i usaha Perikanan merupakan salah sati: sumbsr pendapatan
daerah, maka dipandang parlu mangatur [zin dan Retribusi Usaha
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Perikanan sesual dengan Untiang- Undang Momar 34 Tahun 2000 1entang
Parbahan atss Undang-Undsng Nomor 18 Tahun 1997 tentang Prjak
Dasrah dan Retibusi Dasrah;

behvia berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam huet
dan ¢ peiiv diatur dalam suatu Qanun

Wengingat :

. Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acera Pidans

{Lembaran Negara Repubiik ndonesia Tahun 1881 Nomeor 76, Tambahan
Lembaran Negars Repubitk Indonesia Nomar 3258);

Undang-Undang Nomor @ Tahun 1988 tentzng Perkanan (Lembaran
egara Aepublik Indonesia Tehun 1985 Nomor 48, Tambafhan Lembaran
Nagara Fapubiik [ndonesia Nomer 3289);

Undang-Undang Nomor & Tahun 1980 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemiva {Lembaran Nagara Republik Ixdonesiz
Tahun 1880 Mosmor 49, Tambehan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 249}

Undang-Uselang Nomor 6 Tahun 1656 tsniang Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1688 Namor 73, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Nomor 3647}

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 fentang Pemerintah Daereh
Lembaran Negara Republik Indone: nun 1899 Nomor 60, Tambahan
Lembarah HNegara Republik Indonesia Nomor 3838);

Undang-Undang Kemor 25 Tatiun 1929 tentang Perimbangan Keuangan
aniara Pemerintah Pusal dan Daerah {Lembaren Negara Rapublik inda-
neteia Tahun 1299 Momor 56, Tambahan Lembaran Negara Repubiik ndo-
nesia Nomer 3848);

Undang-Undang Homor 44 Talwun 1990 tentang Penyelenggaraan
waan Daarah isimewa Aceh {Lembaran Negara Repulilk Indonesia T
1983 Nomar 172, Tambahan Lembaran Negare Regublik Indonasia Nomo:
§8G3);
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. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 1entang Perubahan atas Undang-

Undang Nomer 16 Tatun 1957 tenlang Pajak dan Retribus Daerah
(Lembaran Negars Reptbik indonesia Tahun 2000 Nomar246, Tambahan
Lembaran Hegarz Aepubik indonesia Nomor 4048);

Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Olonori Khusus bagl
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagal Proving! Nanggroe Aceh Darus-
salam (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahua 2001 Nomor 114,
Tambizhan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4134);

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 ientang Pembentukan Kabupaten

pah Barat Daya, Kabupaien Gayo Lues, Kabupaten Aceh Java, Kabupaten
fagan Faya dan Kabupaton Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Daruszalam (Lembaran Negars Aspubiik Indonesla Tahun 2002 Nomor....,
Tambahzn Lembaran Negara Republik kxionesia Nomos

. Peratursn Pamerintah Nomor 64 Tahun 1857 tentang Penyerahan Sebaglan

Urusan Pemerintzh Pusat di Lepangan Perikanan Laul, Kehutanan, dan
Karat Rakyaf kepada Daersh Swatanira Tingkat | (Lembaran Wegara
Repubilik Indonesia Tahun 1857 Nomer 162, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Noma: 1480);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1883tartang Pelakeansan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1881 tantang Hukum Acara Pidana (Lemibaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 1881 Nomor 88, Tambahar Lembaran
hegara Republik Indonesia Nomor 3224}

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 teriang Analisis Mengenal
Dampak Lingkungsn (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 1899
Moemar 591, Tambahan Lembaran Negara Republik indonasia Momor 35281;

Paraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 fentang Kewenangan
Pemerintzh dan Kewenangan Provinsi sebapai Caerah Otonom (Lembaran
Negara Republik indenesia Tahun 2000 Nomsr 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 3883);

Peraluran Pemerinlah Namor 45 Tahur 1993 temtang Perubehan alas
Paraturan Pemarintah Nomor 15 Tahus 1990 Tentang Usaha Perfkanan
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1829 Nemor ..., Tambahan
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Lembarar Negars Republik Indenesia Nomaor .....};

o

Peraturan Pemsrintsh Nomor 86 Tahun 2007 teniang Retribus] Dagrah
{Lembaran Nagara Repubiik Indonesia Tahur 2001 MNomor 119, Tambahan
‘Lembaran Nogara Republik Indonesia Nomor 2123

B

. Keputusan Presiden Momor 44 Tahun 1999 temang Taknik Penyustnan
Peraturan Peaundang-undangan, Bantuk Sancengan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerntab dan Rancangan Keputusan Prasiden
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1899 Nomor 70, Tambaken
Lemizaran Nagarz Rapubik Indonesia Momar ......};

18. Keputusan Menteri Dalam Meged 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan
Umum Penyidik Mengenal Penyidik Pegawal Negeri Siail diingkungan
Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 teniang Penyidik Pegawal Nagarl Sipil dilingkungan Pemerintzh
Daerah;

19. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 fantang Teknik
Penyusunan dan Mater Muyatan Produk-produk Hukum Dasrah:

20.

]

Keputusan Gubemur Provinsi Manggroe Aceh Danssaiam Notmor 09 Tahun
2005 tentang Penyeragaman Penyebutan Paraturan Daersh menjadi
Qanun (Lembaran Duerah Provinsi Nariggron Aceb Darussalam Tahun
2003 Nomor 8 Seri E Namer 5).
Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATY] ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetaplkan :
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG [ZIN USAHA PERIKANAN
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BAB
KETENTUAN UMUTA
Pasal 1

alam Qanun ini yang dimaksud dengan ©

&. Dasrah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamieng;

b. Pemarntah Dagrah adalah Bupat beseria Perangkat Dasrah Otanom yang

Iain sehagai Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Acah Tamiang;

Kantor Kelautan dan Perikanan adalah Kantor Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Aosh Tamiang;

Ikan adalah semua fenis Tkan termasuk biota perairan lainnya;

Biota Perairan lannya adalah segala jens binatang dan tumbuh-tumbuhan

air lainnya;

Usaha Perikanan adelah semua jenis usaha perorangan atau badan hukum

untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan

menyimpan, mendinginkan i untuk tu i

Perusehaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan ussha

perikanan dan diakukan oleh Warga Negara Republix Indonesia atal

Badan Hukum Indonesia;

. Usaha Penangkapan lkan adalah keglatan untuk memperoleh ikan di
perairah yang tidek dalam keadaan dibudidayakan dengan alat alat cara
apapun, termasuk keglatan yang menggunakan kepal uriuk membuat,

i mengolah ¥
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untuk wivan komersil;

Usaha Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelfihara, mem-
besarkan dan‘atau membiakkan lkan dan memanen hasilnya dengan efat
atau cara apapun, termasuk keglatan menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkannya untuk Wiisan komersil;

{zin Usaha Perikanan {IUP) adaleh izin yang harus dimilki oleh Perusahaan;
Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakuken usaha
perikanan dan dilakukan oleh Warga Megera Republik Indonesia atau
Badan Hukum Indonesiz;

m. Usaha Penangkapan lkan adalsh kegistan untuk mempercieh tkan di
perairan yang tidak datam keadsan dibudidayakan dengan alat alau cara
apapun, lermasuk kegiatan yang menggunakan-kapal untuk membuat,

s
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mangangkut, menyimpan, mendinginkan, mengotah atau mengawetkannya
untisk tujuan komersil;

Usaha Pembumdayaan !kan adatah kegiatan untuk memelihara,
hasfinya dengan
alat atau cara 2papun, lermasuk kegfatan menyimpan, mendinginkan atau
mangawetkannya untuk tujuan komerst,

=

0. in Usaha Pedil (IUP) adaleh izin yang dir leh F
Perikanan yang melakukan usaha pembua’dayasn fkan alau usaha,
penangkapan iken dangan menggunakan kapal perlkanan besorta alat
penangkapan ikan sssusz dengan Daerah Penangkapan kan dan jumiah
kapal ra Tkan;

p. P + Usaha Ikan adalah jumih Kapal
Perikanan danl‘aIau penambahan jenis keglatan ussha yang berkaitan
yang balum tercantum dalam zin Ussha Perikanan (IUP);

q. Pertuasan Usaha lan adalah areal lahan

-dan/alay panambahan jenls kegiatan useha diluar yang tercantum datam
Izin Usaha Perikanan (JUP);

. Serifikat Kelayakan Pengelolaan {SKP) &dala'h Surat Keterangan yang
dikeiuarkan Bupati yang unit peng telah
memenuhi parsyaraten yang ielah Gmamuhan

5. Kapal Perlkanan adalah Kapal atau perahu atau alat pengapung lainnya

yang di untuk ikan, termasuk untuk

melakukan survey atau eksporash

Nefayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha

panangkapan ikan;

u. f ik K orang yang mata pi ianny
pembudidayaan Tkan;

. Surat Penangkapan tkan (SPT) adatah Sural jzin yang harus dimiiiki oieh
seliap kapal perikanan nberbenders Indonesia uatuk melaiwkan
penangkapan fkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah dan
menipakan bagian yang tidak tempisah dari IUP;

w. Wilayah Pengelofaan Perikanan Daerah adalsh wilayah pengelolaan

perikanan yang teleh menjadi wewenang Daerah sesual dengan peraturan

yang beriaku;

Surat {zin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan lkan (SIKPPI) adatah

Surat 1zin yeng harus dimilild oleh setiap Kapal Perkanan yark berbendera

Indonesia dalam saluan ammada penangkapan fkan untuk melakukan

kegiatan per pan dan utan kan yang di 1 aleh

<

»
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Perusahaan Pgriloanm;

Surat [zin Kapal Pangangkutar lkan (SIKPI} adalah Surat fzin yang haris

dimiisi oloh setiap Kapal Penganghkul kan perbendera Indanesia untuk
Jakukan kegi [ kan ol

P gl ikan yar 1 P
Parikanan;
. wWadah adalah lempal yang digunakan sobagai sarana dalam
pengan!

| Retiibusi Perizinan Tertertu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Dasrah dalam rangka pamberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
p lian dan p atas keglatan i ruang,
penggunagn sumber daya alarm, barang, prasarang, sarana dan fasifias
terenty guna melindungl kepentingan umum dan menjaga kelestarian
fingkungan; :
. Wajib Retribus| adalah orang pribadi atau badarn yang menurut peraiuran
parundang-tndangan d untuk bt 1 Retribusi.

BAB I

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUS!

Pasal 2
otelbusi in adalah Retribus! bzin Usaha Parikanan dipungtt Refribusi sebagai
tas ian lzin Usaha Parik kepada erang pribadi atau
dadan Usaha.
Pasal 3

biek Retrfbusi adalah pemberian 1zin Usaha, Perikanar,
Pasald

kuinjek Fistribusi adaleh orang pribadi ateu Bacan yang mendapat zin Usaha
Porilcanan.
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BAB W
GOLONGAN RETRIBUSH
Pesai §
Retribusitzin Lisaha Perikanan digolongkan sebanai Fetibusi Parlzinan tertenty,
BAB iV
KEWAJIBAN MEMILIKI 2N
Pasal 6
Setlap Usaha Perlkanan di Dasrah, balk vang dilaksanskan ofch perorangan,

koperasi maupun badan useha lainnya diwgjibkan memiiki 1zin Usaha
Perflanan.

BABV
TATA CARA MEMPEROLEH IZin
Pasal 7
(1) Untuk memperoleh izin Uscha Perikanan sobagaimana dimaksud pada
pasal 6, dengen mengajukan permchonan secara tertdis kepada Bupali
melalisi Kantor;

(2) Tatacars pengajuan Pemmohonan Lzin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan syarat yang akan phanp Tiya bebin anjut ds

Keputusan Bupati
Pasai g
{1) Setiap Izin Usaha Periitanan sebagaimana dimaksud pada pasal & tidak
dapat dipindahtznganian kepada pihak lain, kecuali dangan persetijuan
Bupati;

(@} Apabila pemegang lzin perorangan meninggal dunfa, izin tersabut masih

24




nerigiu sampal habis masa berlakunya, sapanjang pemegang izin tersabut
dilakukan olet'ahil wardsnya yang sah,

Pasal9

} Permotonan Izin dapat ditolak oieh Bupatl apabila tidak memmenutil per-
syaratan dalam Ganunini dan Peraturan ‘

} Permohanan lzin yang ditolak sabagaimana pada ayat (1) pasal inl dapat
diajuken kembail oleh Pemochon setelzh malangkapi svarat-syarat yang
diperukan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB VI
PEMBERIAN 1ZIN DAN MASA BERLAKUNYA 1IZIN
Pasal 10

in Usaha Perikanan, sebagaimena dimaksud pada pasal & ini diberikan oleh

spai
Pasal 11

Hin Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud pada pase 6 terdid dati

o, lzin Usaha Perikanan, penangkapan lkan dan hasil peralran lainnya;

. 1zin Usaha Perikanan Budidaya ikan dan hasil perairan lainnya;

c. lzin Useha Petikanan Pengumpulan dan penyaluran, pengangkulan,
pengolehan dan pengawetan hash perkanan dan hasil perairan lainnya.

Pasal 12
1) Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, masing-
masing berlaku untuk jangke waklu 5 (ima) tahun dan wajib didaftar ulang
sefiep tahuninya Kepada Kantor Kelautan dan Perikanan;

P) {zin Usaha Perikanan, yang telah habis masa berakunya dapat

diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan
kepada Bupati melaiui Kepala Kantor Kalautan dan Perikanzn,
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Pasal 13

(1) izin Usaha Perkanan tidak beraky lagi apabiiz :
a. Masa berdakunya telah habis dan belumitidak diperpanjang lagi:
b. Pemegang izin tidak lagi melaniutkan usahanye;
. Dibatalken/dicabut oleh Bupati dan Peiabat veng ditunjuk, karena tidek
iagi memsnuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin atay
bertentangan dengan perundang-urdangan.

Pasal 14

Pengumpulan, Penyafuran Hasil Perdlanan dan hasi-hasil perairan dainnya
sabagaimana tersebut pada pasal 11 huruf ¢, hanya dapal dilakukan oleh

izin apabiia telah eda i befhwa hasil perik tersebuttelan
iunas Retribusl.

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF 1ZiN
Pasal 15
(1) Shuldur taril digaiongkan berdasarkan fenis 1zin Usshs Perikanan;
{2) Stukiurdan besdmys farit Retribfsi Izin Ussha Perikansn sehagal berkut;
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1. TARIF RETRIBUSHIZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PENANG-
KAPAN IIKAN DAN HASH. PERAIRAN LAINNYA,

4 MAFALMGTOR | TAGTOR | PERAHU TANPA | TAPA
IS ALAT PERAAI [l TEMPEL| - MOTOR  [PERAM
0-2015-10] 5 Besar [Sedang
1 2 fajals 6 |7la
Pulat
Kantueg Payang 22,560 {15,000 |10.000( 8,000 § 2500 {3000 ) -
Pukat Clncin (Purse Seloe) |63 560 [22,500] 12500} 7500 | -
Jaring fnsang- i} .
Hanyst 25,000 | 7500 {12,500 | 8,000 4500 | 2,500
Jating | Jeringdnseig-
wsang | Linaker - 12600 {9,000 15,000 [ 3000 | 2,000 -
Jasing Kk © - | - |esoo{sono | 4500 | 2500 | 1000
Jaring insang-
Tetag - - [12:500 {6,000 | 4,500 | 2:500 | 1,000
X S
Jafibgg iRk 7500 | 6,000 [ 8000 | 4,508 -
Angeat | Serok - | - {000 | 2500 | 2,000 | 1000
Laitelain - | - {so00]2500 | 2000 1000
Rawal T TE00 {15,000 19,500 19.500 | 4,600 | 3.000] -
PaIging | Hanyut-Selai
Angkal  f RawsTuna 13,000 111,030 {8,000 15,000 | 4,000 1 5000 | -
Hawal Totap 2,000 8,600 {6,000 {5,000 | 3000 | 2500 | -
Pancing Yang lain {13,000 {15,060 8,060 16,000 | 5,600 | 2,600
Panzing Tonda - ¢mee0 {8,000 6,000 | 3000 | 2500 | -
Semn - | - ] - |eo0|3cm|2sm] -
Parangiap | Bapu 13,000 {11,060 {6,000 | 5,000 § 3,600, 2,500 | 1,600
L] ez EE A AT A A A
A Pel iR 500 15,000 | 1,000 | 6,000 3,000 | 2500 | -
i 7400 115,000 | 1,000 | 6,000 | 3,000 | 2501
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2. RETRIBUSHZIN USAHAPERIKANAN BIDANG BUDIDAYA IKAN DA},

HASHL PERIANAN LAINNYA,

“I:im | 1S DEJEK PERIZRAR TARIF RETRIBUS:

VTl TAHUN (Apy
1| GUDIAYA TAMEAK
A Pols Tradisions!/Sederhana
18- 2 H 5,000
2o 5 Ha 0.
%051 « 0 Ha
4165 - 20 Ha 160090
5 21 - Hakeates 160060
B, Pcta Ssm Intensif / Iniers
L0 - % kg 150,005
202 - 5 Ha 250000
305 - W Ha $06.000
4101 - 20 Ha 500.000
5 201 - taKsates 750,000
2. | BUDIDAY AN AR TAWAR
: 106G - % Ha 15.000
22 - 5 M 7400
30850 - 10 Ha 19000
3| BUDR LALT
. Usaha Prrorengan/Ha 5002
2. Usaha XopscaslykelompnigHa 50080
3. tisabs Badan Hokum Lelnnys/Ha 5000
4. | PEMBENTAN
A Pembenihan Udag
[ 07 etz ebur/tabern 000
210,25 Jutz eboiftaiin 0000
325 Juts elor kealss/tahun 300000
. Pambendun tan 15600
5] PEMBENIHAN
A Udengfha 25000
00

I |
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3. REVRIBUSI IZIN USAHA PEHIKAMAN BIDANG PENGUMPULAN
SERTA PENVALURAN, PENGANGKUTAR, PENGCLAMAN DAN
PENGAWETAN AN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYAS

Tian dan Lansya

[ TARIF RETRIBUS!
JENIS OBJEK PERIZINAN KETERANGAN
URUT ZITRHUN (Rp) i
I | USAHABESAR
1 $rodusen Ekspar 500,000
2. 2t Provinst ‘
&, Khiusus Fiean / Udang 2G6.000
b, Selan o { thdang 8,600
3. Baaquinpul
4. Khusus fian / tdeng 00.000
0. Setaln lkan / Udang 5.000
1. | LISAHA MENENGAM -
1 Aatar Prowinsi 00.000
2. Amar Ploy
&, Khusus'ian / Udsng 100000
&, Selainikan { Udang =000
3. Pangumpal
a. Khusus dkan £ dang 75.000
b. Salain fan £ Ukkang 80000
0| USAHA KEC)
. Pengumpul Udang 50,000
2. Pengumpud b, Gan Lainnya 25000
3. Pyagotahan dan Pengawelan 25,000

e ]

] Setiap lzin Usafia Perkanan, dikenakan tar izin untik 1 (satu) tahun.
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Paszl i6

Retriousi yang Hdan 15 erimaan Daorsl
yang harus diselor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Acsh Tamiang,

Pasat 17

Tata cara pembayaran retribusi izin dan retribusi sebagaimana dimaksud pada
pasal 11 Qanun ini ditetapkan tebih fanjut dengan Kepuiusan Bupati.

BAB VIl
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 18

{1) Setiap pemegang lzin Usaha Perlkanan wajib mematuhi‘memanuhi semug
ketentuan-kelentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini beseria dengan
semua perafuran pefzksanaanmya;

(2) Dalam setiep kegiatan usaha perikanan apabila diadekan pameriksazn
dan penelitian olch pejabat/petugas yang benwewenarig, pemegang izin
wa]lb menunjukkan izin usahariya dan jenis komoditi perikanan yang dibawa
ika diperiukars;

{3} Pemegahg izin uszha perikanan wajib membayar biays iZin dan retribusi
dasrah sebagaimana dietapkan pada pasal 16 ayat (2), sesuai dengan
kegiatan usahanya:

{4} izinusak 1 wajits 1 k
jurmah Ret—n‘busn yang telah dibayar, seliap 3 (tiga) bulan kepada Kepaa
Kantar Kelautan dan Perkanan.

BAB IX
WADAH PENGANGKUTAN HASIL PERIKANAN
Pasal 19

{1} Sefiap Pangangkutan hasil Parikanan harus mengyunakan wadah vana
jenis dan ukurannya sebagal berikut ;

130



ALTERNATIF WADAH PENGANGKUTAN HASIL PERIKANAN

JENS i VOLUME | VOLUME | VOLEME | VOLUWE
I M VADAH
WADAH L)ﬂ:@ WADAH TKAH UTANG | KEPITING
PeiTamg [ 0800m stk | B0 kg -
1810m

Fiber fas & Bodang {185 x M3« 98 G { 1620 Uler TOIKg A0k
b Kectt {150 85 2 75} Gt slier | 400Kg ECEY
o Bes (2 Mags) 0o | 18500er | Pk | w00K:

HeraEy = Boser (80 42 x 53 & 7R Gt = - kg
b. Koot 601 42 53) P faiow - - Tk

2) Wadah pangangkutan terssbut pada ayat (1) harus didaltar ulang pada
Kantar Ketautar: dan Perikanan ssiap lahun dengan membayar biaya-
biaya administrasl sebesar Rp. 5.000,- (ma ribu rupiah) per wadah.

BAB X
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN
Pesal 20

1} Kepals Kartor Kelautan dan Perikanen ataw Pejabat/Potugas yang ditunjuk
wajih malskukan pembinaan, bimhingan teknis dan pangawasan terhadep
pelaksanaan [zin Usaha Perikanan serta kegiatan-keglatan:lsianya
sebagaimana yang dietapkan dalam Qanun ini;

2} Tata cara pelaksanaan tuges dan kewsnznaan sebagalmana dimaksud
pada ayal (1] akan ditetapkan lebih lanjut dongan Keputusen Bupati;

3) Kepela Kanior Kelawtan dan Perdkanan dalem melakikan pengawasan
terhadiap pelaksanaan lzin Usaha Parikaran daps! dibanty oleh Instansi
terkait bila dipariukan,
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85AB Xi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

(1) Wajib Relribus! yang tidak melaksana 0 kewajibennya selingy,
Merugikan Kouargan Daerah disncam £ a2 Kurungan PRI arng
{enam] bulan atey denda pailing banyak 4 (empa) kall jumiah Retrityg «
terhutang;

(2} Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat {1} adalah Tindak Pidang
Pelanggaran,

BAS X
PENYIDIKAN
Pasal 22

(1} Pejabat Pagawal Nagari Sipdl lertenty dilinglwungan Permerintah Daerah
diberi wewenang khusus al Penyidk triuk melakukan Penyidikan
tindak Pidana di Bidang Retribus! Dasrsh sehagaimana dimaksud daiam 4
Undang-Undang Normor 8 Tahun 1381 tentang Hukum Acara Pidana;

{2) Wewenang Panyidik sebagaimana dimaksud pada
a. Manerima, Cart, Menoumpulkan dan b

rat (1) adalah -

o i Ketersagen dan
Leporas berenaan dangan tingdak Pidana 4 ang Ratribuel Daaran
sgzr ketarangan atau Laporan fersshot menjedi lengkap atau feias.
Meneliti, Mencari dan Mengumpulican keterangan mengena orang
Pribadi atau badasn lentang kebenaran parbuatan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak Pidana Retribust Dagrah;
Mamifil Keterangan dan bahag biskd! dart 0cang Privad! atay badan
sehubumgan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Dagrah:
Memeriksa Bukti-buidi cattan-catatan gan dokumen-dokuman lain
baskenaan deagan timéak Pidana dikidang Retribusi Daerah;
- Metakukan Penggelodehan ynnk mendapatian bahan bkl pem-

bukyan, pencatalan dan Cokumen-Dokumen lsin, seda melakukan

penyitaan terhadap bahan bukt! tarsabut:

=

n

B

e,
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f. Meminta banluen tsnaga ahii dalam rengka peiaksanaan ugas
#*" panyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dasrah:
" g. Menyurah berheotl dan atau.mefarang ses80rang meninggafikan
rangan atay tempal pada saat pemerksaan sadang bedang; ung dan
Identitas orang dan atau dokumen yang ditawa sebagaimana dimaksud
4 pada hutuf e;
" h. Memaire! seseorang yang berkaitan dangan tindak Pidana Retiibust
5 Daerah;
"1 Memanggi orang u'*tuk didengar keterangannya dan diperiksa Ssbagai
tersangks alau e
Menghentikan Psnyld Kan;
Malakukan tindakan fain yang peru untuk kelancaran penyidikan tindak
Pidana dibidang Retribusi Daerah manurut Hukum yang dapat dipor-
tanggungjawabkan.

Faa

3} Penyldi 1) i iy,
Penyidikan dan penyampaian hnsulpenyw[camva kepada penuntut umim,
sesual dengan kelentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor &
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

xm
KETENTUAN PENUTUP
Pasal23

angan benakunya Qanun ini, maka segala ketontuan yang beﬂenkangan
lengan Qanun inf dinyatakan tidak beraku lagi.

Pasal 24

Hal - hal yang balum cukup diatur dalam Qanun ini, seaan!snn mengenai
belaksanaannya akan diatur kebih lanjut dengan iKeputusan By upall.

Pasal 25

anun.ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,
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Agar supaya sellap orang dapat mengetahuinya memerintahkag
sengundangan Qanuen ini dengan pensmpatannye dalam Lembaran Dasr al
I<abupater Aceh Tamiang.

Disahkandi : Karang Bary
21 November 2003 1y

Pada tanggal :

e
P|. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Diundangkan di Karang 8ar
22 Novernber 2008 M
Pada Tanggal ———
27 Remadhan 1424 H

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Drs. [SHAK DJUNED
Pembina Tk.|
Nip. 010 055 263

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2002 NOMOR 12
SERIC
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